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PERATURAN BUPATI BEKAS
NOMOR 98 TAIUI 2016

TENTANG

PENYE LENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, fON PERIZINAN DAN PELIMPAHAT
SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK MENANGANI SEBAGIAN
URUSAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN REKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA BSA
BUPAT! BEKASI,

1

Meri rnbarlg a. bahwa dalam rangka penyelengperaan pelayanan perizina
Kabupaten Bekasi, semula telah ditetapkan Peraturan

Bupati Bekasi Nomor 77 Tahun 2014  Tentang

Penyelenggaraan Perizinan, Non  Perizirian dan

Pelimpahan Sebagian  xewenangan untuk  menangani

\

sebagian urusan ostonomi daerah di Kabupaten Rekasi,

thoc

sebagaimana felah diubah terakhir dengan Peruturan

Bupati Bekasi Nomor 22 Tahun 2016;

44\,

b. bahwa sehubungan (:ic:ng;;;;m telah  di tetapkannnya
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Peranglat Daerah
Kabupaten Bckasi, maka Peraturan Bupai sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas, perlu di scsuaikan dengan
nomenklatur, thgas pokok dan fungs: Perangkat Dacerah

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perln
ditetapkan kemnbali Feraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangan

Sebagiar Urusan Otonomi Daerah Kabupaten Bekast.




fengi 1wal . 1. Undang-Undang Nomeor <l Tahun 1950 eyt

Pembentukan Daerah-daerah Kabumnaten cladam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat Berita Newara

Tahun 1950);

(8]

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004  tentane
Perimbangan Keuangan antara Pemerintabh Pusat  d.
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia  Tah:
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Depub!

Indoriesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentans

Pembentukan Peraturan Perundang-undanean (Lembaran

J<
J

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor &
Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesta

Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Repuhblik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia

Nomoi 5494;

; 5. Undang-Undanag Nomor 23  Talun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah (Lerabaran Negara Repubhilk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887) schagaimana
telah diubah beberapa kali tocakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2018 teritang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan - Deerah {Lembaran Negara  Republik

Ihdonesia Tahun 2015 Nomcr 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 terntang
Pembagian Urusan Pemerintahan  Antas ey rinte

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerinlahan acrab

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

7

2

st
ey
>

Pahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nortior 4737);




Peraturan Dacrah Kabupaten Bekasi Nomor & Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bewasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004

Nomor 6);

&. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 201
tentaing Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacral

L et

Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Koebupaten RBekasi

Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

m . PILNYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
PERIZINANM DAN PELIMPAHAN  SEBBA

—~

IAN KEWENANGAN
UNTUK MENANGANI STBAGIAN URUSAN OTONOMI DA AT
D1 KABUPATEN BEKASI

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati int yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;

b, Pemerintah Daerah adalah Bupats den Peranglat Daerab
sebagal unsur penyelenggaraan Pemcrintan Dacrabh;

c. 3upati adalah Bupati Belasi;

d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daeran Kabhupaten
lekass;

¢. badan/Dinas adalah Badan/Dinos vang sccara iekis
enyelenggarakan pelaksanaan pelayanan perizinan dan
ron perizinan;

f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Setu
Pintu yang selanjutnya disingkat (DPMPTSP) adalah Dinas

yang menyelenggarakan Perizinan;




”

Q.

Tim Teknis adalah kelempok kerja yang terdisi dari unsur
unsur satuan ketja perangkat dacrah terkait yang
mempunyai  kewerangan untuk memberikan pelavan
perizinan,

Kepala Badan/Dinas adalah kepala Badan/Dinas yang
memimpin  penyelenggaraan }:)c‘l‘:;‘x..k sanaan  pelayanan
perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bekasi:
Perizinan adalah pemberian tfegalitas kepada  seseorans
atau pelak usaha/kegiatan tertentu batk datam bengd
1zin maupun tanda daftar usaha;

Lembaga Teknis Daerah adaloh unsur pelaksana tug:
tertentu  yang karena sifatnya  laaik  tercakup  olch
Sekretariat Daerah;

Bagian adaiah Bagian pada Sekretariat Dacrah Kabupaten
Bekast;

Kecamat;'m adalah wilayah keija Camat sebagai peranghkat
daerah Kebupatei Bekast,

Camalt adalah pemimpin kecarmatan di wijayah Kol

Bekasi yang dalam tugasnva melaksar akan pelimpahan

o

sebagian wewenang Bupat: untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerabh;

Wewenang Camat adalah hak dan kewajiban camat yany
merupakan pelimpahan scbagian wewenang dari Bupat
untuk menentulan atau mengambil kebialkan dalam
rangka penyelenggaraar pemerintahan di Jingkungan
kecamatan.

Rumah tinggal Tunggal adalah tempat hunian vang

Himiliki dan ditempati oleh perorangan.

BAaR
PENYELENGGARAAN DAN KIEWENANGAT
Pasal 2

RBerdasarkan Peraturan Dacrah Kabupaten Belkast Nomor

& Tahun 2016 (entang Pemoentukan dan  Susunan

Perangkat Daerah Kabupaen  Bekast  ditetapian



penyelenggaraan pelayanan perizinan, non perizinan i
pelimpahan  schagian kewenangan uhicuk menanpani

sebagian urusan otonom! dacrah di Nabupaten Bekasi:

(<) Penyelenggaraan pelayanan perizinan, non perizinan oo
pelimpahan  sebagian  kewenangan  untuk menangani
sebagian urusan otonomi dacrah serta  kewenangan
penandatanganarnya  sebagaimana  cionaksud  pada
ayat (1), tercantum dalam lampiran [, lampitan I dan
Lampiran III yang merunakan bagian yang tidak

werpisahkan dari Peraturan Buapati ini.
Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayvanan Perizinan, nom  perizing
peimpahan sebagian kewenangan untuk menangani sebagian
urvisan otonomi dacral vaig celah dilimpahkan
kewenangannya dengan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan
dengan prinsip-prinsip tata keiola pemerintehan yang beail:
melalui prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi dalam
me:nberikan pelayanan publik berupa
a. Tertib administrasi;
. Pelayanan prime;

Efektifitas;
. Efisiensi dan;

Transparansi.

VIEKANISME PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

(1} Setiap orang atau Badan Hukum yang memohon

derizinan dan Non Perizinan menyampaikaa permohonan

Pelavan

kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pela

an

erpadu Satu Pintu.




(2} Untuk jenis pelayanan tertentu sebagaimana ercantum

dalam Lampiran 1 dan Lampiran 11, Kepale Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Fintu

sebagaimana ayat (1) mecnyampaitkan  permohonat,
kepada Kepala Perangkat Dacrah sesual denpgan Tueas
Pokok dan Kewenangannya.

(Z)  Atas permohonarn sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Kepala Perangkat Daerah meryyampaikan kembali kepad,
kepala BPMPTSP uniuk dapat diterbitlcan atau  tidal.

diterbitkan izinnya.

BAL 1V
KEWAJIBAN

Pasal &

Dalam penvelenggaraan ketentuan scbagaimana di malksuc

pada Pasal 2, Perangkat Dacrah berkewajiban

(1) Melakukan koordirast dengan Baden/Dinas Dacrah dan
Lembaga Tcknis terkait dalam perencanaan, pembiavaan,
naan, evaluasi dan

pelaksa pelaporan sesuai ketentuan

nerundangan yang berlaku;
(2)y Retribusi Pelayanan Perizinan, wa'ib disclorkan ke Kas

Dacrah sesual dengan target herdasarkan

kewenangannya.

BAB V
PEMBINAAN

Pembinaan atas pelaksenaan Peraturan Bupati int, adalah

a. Bupati melalui Seckretaris Dacrah membentuik  Tim
Pembina untuk melakukan pembinaan kepada Perangka
Daerah yang secara teknis memberikan  pelayanan
perizinan dan norn perizaan,

b,  Badan/Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan

- , i i A N N Ty ey erer oy g
3agian melakukan pembinean aias penyelenggarasn



sebagian wewenang yang dJdilimpahkarn kepada Cama

sesuail dengan hidang tugas uan kewenangannya.

BALS VI
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 7

Sumber pembiayaan atas pelaksanaan Peratuaran Bupati ini
d:bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah

(APBD) Kabupaten Bekasi

BAB VII
PENGENDALIAN DAN PMELAPORAN

Pasal &

{1, Dalam menyelenggarakan Pcelaksanaan Pelayanan

Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan sebagian

kewenangan untuk menangani sebagian urusan otonom:
daerah apabila berkas Perizinan sudah diterbitkan,

Perangkat Daerah penyelenggara wajib memberikan

laporan pertanggungjawaban kepada Bupati

Sekretaris Daerah secara periodik setiap satu bulan
sekali atau  sewaktu-waktu apabila diperlukan,

(2) Ketentuan penyelenggara Perizinan, Non Perizinan dan
Pelimpahan sebagian kewerangan untuk menangan:
sebagian urusan otonomi dacrah  serta kewenangan
penandatanganan  diubah, dan perubahan Varg
sehagaimana tercantm  dalam laanpiran 1 dan

t R

Lampiran II Deraturan '

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

£ Pasal ©

¢

E :

; Melanisme Persyaratan acdnunistitasi,  persyaratan  1eknis
k kepida seétiap pemohon perizinan, not. perizinan mengacu dan
4

et T e A



berpedoman pada peraturan petUndang-undangan vang

mengatur perizinan dan non perizinan yang berlaku

Pasal 10

Peraturan Bupati ini  mulat  Dberlaku secara  elekiifl

diliiksanakan terhitung mulai bulan Januari 2017,

SADR IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dalhim  rangka mendukung penyelenggaraan pelavanan

perizinan vang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Mod:a!

fan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib dibentuk ting teknis

dengan Keputusan Bupati yang personilnya poara pejain!

QIS e o] 5 <y ey ] ne oy ey g Pyteds
SKPD terlcait aan scsual dergan Diclang

‘ewoenangannya masing-masing.

Pasal 12
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupiti Bekasi Nomor 77  Tehun 2014 tentang
Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan
Sehagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan
Oronomi Daerah di Kabupaten Bekas' beritlut Perubaihannya

dan Peraturan lainnya yvang bertentangan -lengan Peraturan

-4

Bup:ti ind dicabut dan dinyvatakan tidai berlaku lag

Hal-lal yang belum cukup diatur dalam Perataran Bupati i
sepaljang yang menyangkut tekmis peleksanaatnya, lebib
lanjur diatur oleh Perangkat Daerah sesual dengan tugas

pokol: dan fungsi bidang kewenangannya masing-masing

SEEERE G

=
$al




Peraturan  Bupati il
diundangkan.
Agar cetiap orang

Kabupaten Bekasi.

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanigal 24 Cktober 2016

ABUPATEN BEKAS

S TRINY

i

| BERITA [ AERAR R

Pasal 14

mulai  berlaku  pada tangy:!

mengectahuinya, memerintahlkan

pengundangan Peraturan Bupati ini ke dalam Berita Dacraly

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 21 Oktober 2016

BUPATI BEKASI
tof

Hj. NENENG HASANAH YASIN

BUPATEN BERASI TAHUN 2016 NOOR 98



BAHAN PENY!

LAMPIRAR |

PERATURA;
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TANGGAL (94 Okhober
TENTANG
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DINAS PENANAMAN MODAL
AN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
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DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

DINAS PENANAMAN MOODAL
DAN PELAYANAN TERPACU
SATU PINTU

uas kurang dari 10 ia

Dinas Penanampn Modal dan
Satu Pintu

Pelayanan Terpadu 8

as Penanraman Maodal dar
Satu Pintu

Dleh
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'i 1dan bangunan negara;

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN FELAYANAN TERPADY
SATU PINTU

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

DINAS PENANAMAN MOBAL
DAN PELAYANAN TERPADU
U PINTU

HA

Penggunaan Ban wnan (108)

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADY
SATU Pir!TU

|
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UINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

DINAS PENANAMAN | r'v‘s}:,ﬁ\ffj‘
DAN PELAYANAN TERPADU |

gangguean|

|

i

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

SATU PINTU |
DINAS PENANAMAN MOBAL T 5
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SATU PINTU
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DNAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

DINAS PENANAMAN MG D/\L
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

DINAS
DAN PELAYANAN TEROADU

SATU PINTU

|
|

DINAS PENANAMAN N ODAL

AYANAN TER™ADL
TU PINTU

\)l\

DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Perds jangan UINAS PENANAMAN MODAL DINAS PEN
DAN PELAYANAN TERPADU | OAN PELAYANAN TERPADU | DAN PEL
SATU PINTU SATU PINTU {
n L nhah Ceir DINAS PENANAMAN MODAL | DINAS PENANAMARN MODAL ‘

DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

DINAS PENANAMAN 4
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

" DINAS PENANAMAN MOOAL

DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

DINAS PENAMAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TER ADU
SATU PINTU

DINAS PENANAMAN MO!
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

naga kerial
|

@rjia malam bagi !

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

DINAS PENANAMAN MODAL
OAN PELAY, \NAN TERPAD
SATU PINTU

DINAS PENANAMAN
DAN PELAYZ NAN TERPADU
SATU PINTU

Dokter Hew 1n

I1NAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

DINAS PENANAMAN MOLAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

TTHINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

DINAS PENANAMAN MODAT |
DAN PELAYANAN TERPADL
SATU RPINTU

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPAD

SATU PINTY
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SATU P

man  dan)

i

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERP/ DU
SATU PINTU

DINAS PENANAMAN MC DAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

SINAS PENANAMAN M( nr!, ’

DAN PELAYANAN TERI
SATU PINTU

2flar

DINAS PENANAMAN 1MCDAL
DAN PELAYANAM TERPADU
SATU PINTU

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERP/ DU
SATU PINTU

)‘N/\u :Jr—mmmw\:\' MODAL

AYANAN TERPADU
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DAN P
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DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

DINAS PENANAMAN M ODAL
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SATU PINTU |

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYAN 5/\’\1 TERPADU
SATU PINTU

nan Kerjaj
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SATU PINTU
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TDAN PELAYANAN TERPADU

SATYPINTU

SINAE PENANAMAN M
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: AN'AMAN MODAL T
|

ANAMAN MODAL T
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1. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang

4]

dilaksanakan oleh Pemerintah Caerah;
b Pembinaan terhaaap pelaksanaan Manajemen kegiatan pembangunan
vang dileksanakan oleh pemerintah Desa/Kelurahan:
¢ Pembinaan peran serta masyarakat terhadap pameliharaan jalan dan
perbaikan orasarana pengairan: |
d. Pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik sesuai dengan
alokesi anggaran:
e. Pengawasan, pengendalian dar peneriiban terhadar.  bangunan liar

diwilayah kecamatan masing-masing:

f. Penertiban pelanggaran bangunan tanpa izin:
g. Pemeliharaan dan rehab jalan ingkungan  pemukiman (kecuali

dilingkungan perumahan);

h. Pemeliharaan dan rehab drainase, berm, dan trotoar dilingkungan
hemukiman (kecuali dilingkungan perumahan):
VYemberian rekomendasi penggalian jalan trotoar pada jalan umum dan
Alan lingkingan yang dilaksanakan oleh irstansi pengelola utilitas
PDAM, Lisirik, Telkom);
‘amberian rekomendasi terhadap IMB yang akan diterbitkan-

K. “engawasan, terhadap bangunan yang telah diteibitkan lzin Mendirikan
sangunan ({MB);

Lo lin Menairikan Bangunan (IMB) rumah tingga: tunggal di dalam kawasan

naupun luar kawasan.
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SBidang Kesehatan

. Peiaksanaan Koordinasi dan pengendalian penna nggulangan bencana
penyakit menular, wabah serta kasus rawan Fangan dan gizi masyarakat,
upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, keluarga berencana serta
pemeliharaan sanitasi lingkuncan:
Pemberian rekcmendasi kegiatan usaha cperasinal dibidang kesehatan
masyarakat;
Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peiayanan kesehatan
vang dilakukan oleh perorangan atau et nbaga milik pemerintah m 1aupun
swasla sesuai ketentuan yang berlaku:
Melekukan fasilitasi penyuluhan HIV/AIDS secara teinadu disemuy:
tingkatan,
Fasiitasi pendistribusian alat kontrasepsi, klinik lapangan,

© Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan penerangan dan n.otivasi
pelayanan, kontrasepsi, peningkatan peran serta a masyarakat dan motivasi
masyarakat dalam program KB dan KS:

¢ Melakukan pemantauan pelaksanaan pengamatan kualitas pelayanan
Kontrasepsi gerakan KB:

i Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam ber KR:
Mengadakan pemantauan dalam meningkatkan derajat kesehatan, balita
bumil, buhir dan buteki melalui posyandu
Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan identifikasi dan analisis
peran serta masyarakat dan institusi Mmasyarakat dalam pelaksanaan

program gerakan KB.

E dang Pendidikan

a Pengadaan lahan dan izin pendirian sarana pencidikan TK/RA SD/MI.
SLTP/IMTs, SMU/MA, PKMB (PLS);

b Pembterian rekomendasi dalam rangka izin mendirikan Taman Kanak-
Kanak (TK).

¢ Pemberian izin kegiatan sanggar budaya;

Pemberian rekomendasi izin khursus/ketranipilan:

e Pelaksanaan pembinaan lembaga kepemudaan dan olah raga
iasilitasi pengelolaan kegiatan kepemudaan dan olali ra ga;
Perencanaan dan penganggaran biaya program kepemudaan dan olah
raga;

h  Pemberian fasiiitasi pelaksanaan clah raga tradisional.



4. B dang pertanian, Peternakan, Perikanan dan kelautan

4 DPemberian izin usaha nuller (Penggilingan padi);

L Pemberian rekomendasi terhadap Permohonan izin Usaha Tambak
Rakyat dan lzin Usaha Kelautan;

- Pemberian tekomendasi pengelolzan sarang burung wallet:

¢ Pembinaan telhadap Kelompok Tani Nelayan Anda'an (KTNA) dan Mitra
Cat:

¢ Pembinaan terhadap kegiatan Panca Usaha 7 ani;

f  Pengawasan peredaran sarana procuksi tani bersama dinas terkait,

¢ Pengawasan terhadap penangkapan ikan;

b Pemberian rekomendasi Usaha dibidang Pertanian;
Pengawasan penyediaan bahan dan obat-obatan perianian,
Pengawasan persdaran obat hewan dan ikan di tingkat kios dan
pengacer
Pengawasan distribusi hewan ter ak,
Rekomendasi Usaha obat hewan ditingkat depo, toko, kios dan pengece:
Pemberien izin usaha peternakan raiyat dengan ukuran kacil;

Rokomenrdasi praktek dokter hewan/xiinik hewan.

liidang Perhubungan

(921

Pengawasan dan pengendalian trayek angkttan umun;

i Pengawasan sarana dan prasarana jalan serta rambu-rambu lalu lintas,
Pemi::eriah rekomendasi terhadap permohonan izin angkutan umtini,
Pembinaan terhadap pengusaha angkutan umuim;

Pemberinn  rekomendasi usaha pendirian  perdidikan  dan latihan
mengem .‘di;
Pemberian izin operasional bengkel niotor

Pemberian rekomendasi izin operasional kegiatan bengkel mobil

6. 3idang 'ndustri, Perdagangan dan Kepariwisataan
Pembinaan prasarana fisik pere<onomian;
Pemberian lzin Tempat usaha luas kurang dart 100 M2, dengan jenis
_ Rumah makan/warung makan
foko
- Rumah Toko
- Mini Market
Pemberan rekomendasi terhadap permchonan izin tempat usaha selan

ketentunn yang tercantum pada huruf b




d. Femberian rekomendasi terhadap permohonan izin 1sahn perdagangan
batk permohonan izin baru Maupun perpanjangan:

e. I'emberian rekomendasi terhadap permohonan izin usaha kepariwisataan

taik permohonan izin baru maupun pe'rpanjangan'

' in dan pengawasan usaha gelanggang permainan kelangkasan;

g. temberian rekomendasi usaha ruman bilyard:

h. i-in persewaan gedung pertemuan;

- emberian izin dan pengawasan usaha tempat hiburan:

I emberian izin dan pengawasan usaha dan sarana olahraga:

SN
(K. /P emberian izin usaha mikro dan kecil. R
oo

Bidang Lingkungan Hidup
a. Peomberian lzin Undang-undang Ganggunan (HO) untuk jen's usaha yand
lLasannya 100m2 kebawah meliputi:
Bangunan perbengkelan motor.
Bangunar Industri Kecil.
lzin gangguan kolam pemancingan yang dikoersilkan.
- 1zin gangguan segala macam toko bersekala kecil (kecuali toko bahan
Dangunan mini market, toserba dan supermarket).
lzin gangguan salon kecantikan.
- lzin gangguan pemangkas rambuit,
- lzin gangguan WC yang dikomersilkan.
'zin gangguan perdagangan tanaman hias.

izin gangguan cuci cetak film.

lzin gangguan penyewaan alat-alat pesta,
1zin gangguan wartel swasta.

lzin gangguan video rental/warnet.

o
U

cmberian rekomendasi terhadap permohonan izin Usaha Undang-
urdang Gangguan (HO) yang luasnya lebih dari 100 m? baik permohonan
izl baru maupun perpanjangan:

c. Rakomendasi penentuan lokasi TPA:

d. [ziv Usaha pengumpulan dan penyaluran pelumas hekas:

1

e Rexomendasi izin lokasi usaha depot isi ulang air mineral:
f. Reromendasi pemberian izin dan pengawasan usaha pendirian stasiun
4 bahan bakar minyak;

Re komendasi izin usaha pengelolaan limbah dan barang bekas

(@]




Bidang Pertanahan

a. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pengendalian kegiatan-kegiatan
ya.j berkaitan dengan pelaksanaan program catur tertib pertanahan:

b Peayanan dan pengawasan terhadap peralihan hak atas tanah:

c. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan pelépasan hak atas tanah:

d. Penyelenggaraan administrasi pertanahan meliputi antara lain riwaya,
tar #h dan data-data pertanahan:

e Penberian rekomendasi pemetaan dan penyelesaian Tanah Ulayat:

. Pe nberian rekomendasi penyelesaian tanah garapan;

g. Penberian rekomendasi permohonan pemanfaaten dan penyelesaian
mesalah tanah kosong;

n Pe nberian rekomendasi permohonan izin membuka tanah:

Pewyelengoarsan proses administrasi tentang pertanahan, meliputi
burat ketaerangan riwayat tanah.

- Surat k

[

‘erangan tidak sengketa.
Surat keterangan wakaf tanah.

- Surat keterangan pengukuran.
J. Menyediakan data tentang luas, penggunaan dan kepemilikan tanah:
kK. Menyiapkan data tentang tanah hak sewa garap;

Menyiapkan data tentang tanan timbul dan tanah negara bebas iainnya;
m. Menyiapkan data tentang luas dan jenis tanah kosong dan tanah terlantar:
n. Menyiapkan  data  tentang warga negara Indonesia yang akan

mengontrakan tanah kepada orang asing:

o. Me wediakan cata tentang pertanahan.

Bidan Koperasi
a. Pergawasan dan pengendalian kegiatan Koperasi dan

Usi haKecil/menengah;

D

berian rekomendasi terhacap pendirian koperasi primer  dan
sek inder;

c. Peimbinaan koperasi, usaha kecil dan menengah;

cenan rekomendasi permohonan bantuan mocdal:

Je vbantu pelaksanaan pendataan koperasi dan pengusaha kecil dan

me wengah.
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10.Bidang Tenaga Kerja

a. Pembinaan pedayagunaan penganggur:

Pelaksanaan kocrdinasi kegiatan palatihan kerja bagi masyarakat

¢ Penyediaan informasi pasar kerja;

1. Pelaksanaan koordinasi operasione| ketenagakerjaan:

Pe cksanaan koordinasi penyelesaian perselisiha. hubungan industrial
Pe

€ nbinaan, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepal guna dan
usiaiha mandiri:

tomendasi izin usaha dan pengawasan temnat usaha penampungan

Peigawasan dan pengendalian teinpat penampurgan TKI:
Pengawasan Pznyelenggaraan penyaluran tenaga kerja:

et omendasi izin usaha dan pengawasan tempat usaha pelatiha kerja

idan¢ Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desalkelurahan.
€ribinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan:
Penibinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pamilinan Kep:
Penibinaan terhadap Perangkat Desa:

€niawasan dan Pengendalian terhadap nengeiolzan kekayaan desa:
‘e berian rekomendasi terhadap pengalihan kekayaan desa:

Pen berian fasilitagi pemberdayaan masyarakat desa:

FPeleksanaan koordinasi terhadap usulan rancane proyek pembangunan
yano diajukan dari desa/kelurahar, di wilayah kerjanya -alam forum
Mus awaran  Rencana pembangunan (MUSRENBANG) tingkat
Kecamatan:

ela 'sanaan koordinasi Instansi Tingkat Kecamatan:

Pemerian fasililasi terhadap penyelenggaraan  Pemilihan Umum
(PENTLU);

Pemberian  fasilitasi terhadap Parpol  LSM, Ormas, Organisasi
kepe nudaan dan Organisasi lain:

Pemierian fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah
seca a langsung;

Pelal sanaan pelantikan Kepala Desa:

Pemberian fasilitasi terhadap pelaksanaan pemilinan Kepala Desa:
Peminaan dar pengkoordinasian Kelembagaan Desa:

“eNng daan Darang inventaris kecamatan dan keluraha
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12.Bidang Pendanatan

)]

Pemberian fesilitasi potensi pendapatan asli daerah;

Pzmbinaan dan pemantauan pelaksanaan pemasukan pajak dan retribusi
Pengelolaan pajak sarang burung walet yang meliputi penjaringan wajilb
pjak baru, pendataan dan penagihan;

Fnyampaian surat pemberitahuan pajak terhu‘ang (SPPT) PBB kepada
wajib pajak untuk buku | dan Buku !I-

Monitoring  pembayaran  PBB  dari inasyarakal ke Bank tempat

pembayaran (TP) untuk buk. | dan buku 11,

Bida g Kependudukan dan Catatan Sipil

c

a

m

Forayanan dan penandatanganan perrmohonan
Kartu tanda penduduk.
Kartu Keluarga.

- Kartu identitas Penduduk Musiman (KIPEM),
Surat Keterangan tempat tinggal.

Surat Keterangan Kelahiran.
Surat Keterangan Kematian.

- Surat Keterangan Lahir Mati
Surat Pindah antar Desa dalam kecamatan. antar kecamatan dalam
<abupaten dan antar kabupaten dalam provinsi.
surat Keterangan Ahli Waris dan Hubungan waris:

Pengelolaan data kependudukan:

Pemberian fasilitasi terhadap calor, transmigrarn;

Rexomendasi calon transmigran.

Bidang Ketentraman dan Ketertiban.

Pe mbinaan kerukunan hidup masyarakat;

Pengawasan otas ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah
da : keputusan Kepala Daerah:

Pe nbinaan  fsrhadap swakarsa masyarakat dalam pengamanan
linckunganh:

Pe nbinaan perlindungan masyarakat (LINMAS):

Pe nberian faslitasi terhadap penanggulangan penyalahgunaan Narkoha,
Proktek Prostitusi, Perjudian dan Minuman Keras;

Melaksanakan Koordinasi penanganan penanggulangan bencana alam

dar pengungsi
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5.Bidang Sosial

a.

a o

@

Penyelenggaraan Perayasn Hari Besar Islam dan Perayaan Hari Beo:

25al

Nasional Tingkat Kecamatan;

Fasilitasi Perayaan Hari Besar Islam dan Perayaar. Hari Besar Nasional

Tingkat Kabupaten:

Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan:
Fasilitasi MTQ Tinwg‘kat Kabupaten;

Fesilitasi Pemberian Bantuan Sosial;
Fasilitasi Pedataan KS den Pra KS:

Fasilitasi dan Penanganan Penyandang Masalah Sosial (Orang jompo,

WTS,  Anak Terlantar/Jalanan. Fakir  Miskin, anak Tidak Mamp

Ho

Gelandangan dan Pengemis);
Fasilitast FPembinaan Umat Beregama;
Fasllitasi Pemberdayaan Masyarakat;

Pemberian Rekomendasi Pendirian Sarana Peribadatan.

Ditetapkan di Cikarang Pusat

pada tanggal 21 Oktober 2016

BUPATI BEKASI

ttct

Hj. NENENG HASANAH YASIN
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